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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN TABALONG

Menimbang

Mengingat

BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Cagar Budaya, yang merupakan kekayaan budaya
bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan
manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan
pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,
sehingga objek yang diduga sebagai cagar budaya Kebupaten
Tabalong, perlu dilestarikan, dikelola dan ditetapkan sebagai
Cagar Budaya Kabupaten Tabalong;

bahwa untuk mewujudkan Penetapan Cagar Budaya
Kabupaten Tabalong diperlukan peran serta Tim Ahli Cagar
Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi untuk
melakukan kajian dan menerbitkan referensi terhadap objek
yang diduga Cagar Budaya, perlu membentuk Tim Ahli Cagar
Budaya Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
[I Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
[ Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah, dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856};

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5733);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322});

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40
Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang
Dilestarikan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 311);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

3

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan l.embaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Tabalong dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim Ahli Cagar
Budaya;

b. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar
Budaya oleh Tim Pendaftar;

c. melakukan penyesuaian operasional dengan kebijakan
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;

d. melakukan Klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢. merekomendasikan objek pendaftaran berupa Cagar Budaya
atau Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang
memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar
Budaya kepada Pejabat yang berwenang;

f. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya; dan
merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang
hilang dan ditemukan kembali.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
Tabalong.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
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Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 OzSember Soag

BUPATI TABALONG,

r E Q MUHAMMAD NOO RlFANI-f

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.

3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

4. Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur di Samarinda.
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5. | Rendra, S.Kom.
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